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Menimbang    :     a.    Bahwa  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman
serta     Pertanahan     merupakan     bagian     dari     organisasi
penyelenggara    pelayanan    publik    bidang    perumahan   dan
pertanahan;

b.    Bahwa berdasarkan pasal 15 huruf a undang-undang Nomor 25
Tahun     2009     tentang     Pelayanan     Publik,     Penyelenggara
berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

c.    Bahwa   berdasarhan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu mcnetapkan Keputusan Kepala
Dinas  tentang  Standar  Pelayanan  Dalam  Rangka  Penerapan
Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukinan serta Pertanahan Kota Tal`akan;

Mengingat 1.    Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   5   Tahun   1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik    Indonesia   Tanun    19®0    Nomor    104,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986 tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara (Isemharan Negara Repub]ik Indonesia Tahun 1986
Nomor  77,  Tanbahan  Lembarari  Negal.a  Republik  Indonesia
Nomor 3344)  sebagainana telah diubah beberapa kaH terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   51    Tahun   2009    tentang
Perubahan Kedua Aths Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1986
tentang   Pengadilan   Tata   Usaha   Negara   (I+embaran   Negara
Republik   Indonesia   Tchun   2009    Nomor    160,    Tambchan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

3.    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun   1997



4.    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republflz
Indonesia nomor 5038);

5.    Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   1   Tahun   2011
tentang Perumalran dan Kawasan Permukimaii (IjtmL)al' Nt}gara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor  5188)  sebagainana telah diubah beberapa  kali
terakhir dengan Undang~Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang
Cipta Ketia;

6.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    24    Tahun     1997    tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun
1997 Nomor 59, Tambahan Lembal.an Negara Republik Indonesia
nomor 3696);

7.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    96    Tahun    2012    tentang
Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik;

8.    Peraturan    Pemerintah    Nomor     14    Tahun    2016    tentang
Penyelengaraan     Perumahan     dan     Kawasan     Permukiman
(Tambahan I,embaran Negara Republjk Indonesia Tahun 2016
Nomor 5883);

9.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76  Tahun  2013
tentang Pengelolaan Pengaduan PelayaLnan Publik;

loo  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2020
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
Tahun 2020-2024 (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Numui` 10, Talnljaliari ljembarali Negara Republik lndonesia
Nomor 5887);

11.  Peramran  Mahkamah  Agung  Nomor  30  Tahun  1999  tentang
Arbitrase (Penyelesalan Sengketa di Luar Pengadilan);

12.  Peraturan   Menteri   Pendayagunaan    Aparat.ur   Negara   dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasinanl  Prosedur
Administrasi Pe merintahan ;

13.  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016
teritang Penyelesainn Kasus Pertanahan.

14.  Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15.  Peraturan  Wali  Kota Tarakan Nomor  64  Tahun  2020  tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Flmgsi Seita Tata
Ken.a Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta
Pertanahan Kota Tarakan;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

RETIGA

Stander Pelayanan Dalam Rangka Penerapan Pelayanan Publik di
Dinas    Perumahan    Rakyat    dan   Kawasan    Permukiman    serta
Pertanahan Kota Tarakan;
•erris    layanan    yang    ditetapkan    dalam    Standar    Pelayanan
sebagainana  dinaksud  pada  Diktum  KESATU  tereantum  dalam
Lanphan I yang merupahan bagian tak teapisahkan dari Keputusan
Kepala Dhas iri;
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlalni sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Tarakan
Pada Tanggal  :  4 Januari 2022
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Tembusan Keoada Yth  :
1. Wadi Kota Tarakan ( sebagal Laporan ).
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setkota Tarakan.
3. Inspektorat Kota Tarakan.
4. Kepala Bagian Onganisasi Seketariat Daerah Kota Tarakan.
7. Arsip.
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STANDAR     PEIAYANAN     DI     DINAS     PERUMAHAN     FtAVAT
PERMURTMAN SERTA PERTANAHAN KOTA TARAKAN

A.  Bidang pertanahan.
1. Penerhitan Beritfl Acara Hflsil Mediasi;
2. Pengadaan Tamh untuk Kepentingan Umum;
3. Penerbitan Surat Penun].ukan Lokasi (SPL);
4. Penerbitan Register Penyerahan Siteplan;

8.  UFTD. RUMAli SUSUN SEDERHANA SEWA

1 . Permohonali Sewa;

DAN     RAWASAN

Ditetap]ran di  : Tarakan
Pada Tanggal  :  4 Januari 2022
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Unit Kerj a :  Dines Penlmahan Rakyat dan Kawasan Pelmuldma}` serta I'ertanahan Rota Tap.al<an
Komponen Stalidar PelayanaLn yaLlig
meliputi :

terkait dengan prof]es

Komponen

petiyarnpaialL p®layalLan {s¢m.C® dch.very)

Uraian
Perayaratan
Admirristrasi

I .   Pemohon menyampaikan permohonan yang cfitujukan kepada Wall
2.   PerryaraLtan yang hanis dilengkaipi adalah :

a.  Suratpermchonan;   .
b.  K'IP Penanggung ]awab:
c.  GambaLr Rencana / Site Plan ljokasi yang dincihonkan.;

Kota Tarakan.

Sistem, Mekahirme
dam Prosedur

Penerbitan Sprat PenunjLikan Iiokagi (Spli) dilakeanakan seb agai b erikut

Tangka Wakfu
Pelayanan

Biaya / Tarif

(sepuluh) hari keria

Gratis

Pro dck Pelayanan Surat Penunj ukan Lokagi (SPIl)

1.   Datan langgung ke Dinag P®nmchan Rdyat dan Kawa8an Perrmrfuan se rta



a.No.

((Km°=:?:::±f::)d:eEepl:=¥anyangtehaitdenganprosespengelolaanpetryanandiintemalorgarisasi•
• .---_PLO_nan_-__.  - - Uraian

1.2.   (3._..4'-5. Dasar HukunsTa==,prasarana,        I I.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pok6k--Pairok Agraria
a]embaran Negara Reptiblik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tarhoahan lembaran
NegaraRepublikhdonesiaNomor2043);

a.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentamg Pelayanan Publik
aiembaran Negara Republik hdonesiai Tahun 2009 Nomor 11 a, Tarnbahan liembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5038) ;

3.  Perahlran Menteri Pendaiyagunaan Aparafur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Admirtstrasi Peme rintahan ;

4.  Perafuran Daerah Rota Tarakan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembenfukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

6.  Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Orgahisasi,
TugasdanrungsisertaTataKezjaDinasPerumahanRakyatdanKawasanPemukinan
serta PertaLnahan Kota Tarakan;

I.  Surat pemohonan
dan/atau Fasilitas             a.  Dokunentasi kegiatan

3.  Surat penugasan
4.  ATE

Kompetenei PelaksanaPengawasanInternal
5.   Komputer & Printer Multifunction

I.  Memilife kompetensi tentang penerbitan Surat Penunjukan I]okasi (SPI.).
2.  Menguasai Peraturan terkait penerbitan Surat Penunjukan ljokasi (SPI-).
3.  Menguasai MS Word dan Excel.
Pengawasan internal secara berjenj ang dengan Sistem Pengendalian intern Pemerintah
(SPH?)'4(empat) orang

]unlah Pelaksana
6. JaminaLn pe layanan i .  Pelayanan diberikan seoual dengan kode etik dan {atai tertib di pemerintalL Ifota

Tarakan;
Z.  Penunjukan petugag sabagai pelak§ana menLpakan tenaga yang memiliki kapabmtas

semal dengan bidang kerjanya.
7- Taninan Keamanan Penyelenggaraan dan produl layanan diberikan sesual dengan ketentuan perafuran

dan KeselamatanPelayanan yang berlafu.

8. Evaluasi Kinerj aPelaksanaan Evaluagi kineri a dilaksanakan gecara berkelanjutan getiaLp tahun.
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